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BUPATI LUWU UTARA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR  1 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU 

UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LUWU UTARA, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan; 

b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri 
Nomor:141/2577/SJ hal Saran Penundaan 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan 
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Surat 
Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/4528/SJ hal 

Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 
2020, maka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 

2020 di Kabupaten Luwu Utara ditunda 
pelaksanaannya, sehingga Peraturan Daerah 

Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pemilihan Kepala Desa perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3826); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 

2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu 
Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 

2018 Nomor 7); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

dan 

BUPATI LUWU UTARA 
 

 
 

 
 

https://jdih.luwuutarakab.go.id/


- 3 - 
https://jdih.luwuutarakab.go.id/ 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA 
DESA. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 

Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) diubah sebagai 

berikut : 
 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

Kabupaten Luwu Utara. 

3. Bupati adala Bupati Luwu Utara. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu 

Utara. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disingkat BPD atau yang disebut dengan nama 
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
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keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis.   

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara 

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk 

pemilihan Kepala Desa antarwaktu. 

9. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala 
Desa serentak dan pemilihan kepala melalui 

musyawarah desa. 

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa 

yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  

11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang 

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah 
Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk 

menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala 

Desa;  

12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat 

kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia 
Pemilihan kecamatan adalah panitia yang 

dibentuk Bupati pada tingkat kecamatan dalam 
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala 

Desa. 

13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat 
kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia 

Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang 
dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam 

mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala 

Desa. 

14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala 
Desa yang telah ditetapkan oleh panitia 
pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih 

menjadi Kepala Desa. 

15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala 

Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.  

16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang 

serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu 

tertentu. 

17. Pemilih adalah penduduk desa yang 
bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan 

untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan 

Kepala Desa. 

18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya 

disingkat DPS adalah daftar pemilih yang 
disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap 

Pemilihan Umum terakhir yang telah 
diperbaharui dan dicek kembali atas 
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kebenarannya serta ditambah dengan pemilih 

baru. 

19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih 

yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih 
karena yang bersangkutan belum terdaftar 

dalam Daftar Pemilih Sementara. 

20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat 
DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan 

oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan 
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam 

pemilihan Kepala Desa. 

21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk 

meyakinkan para pemilih dalam rangka 

mendapatkan dukungan. 

22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya 
disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya 

pemungutan suara. 

23. Dihapus  

24. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenihu 
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 

Aparatur Sipil Negara secata tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

25. Dihapus  

26. Dihapus. 

27. Hari adalah hari kerja. 

28. E-voting adalah pelaksanaan pemungutan suara 

dengan menggunakan alat elektronik. 
 

 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 2 

 
(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara 

serentak satu kali atau dapat bergelombang. 
 

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 

jangka waktu 6 (enam) tahun. 
 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu 
Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 3 
 

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada 
hari yang sama di seluruh desa dalam wilayah 

Kabupaten Luwu Utara.  
 

 
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 4 

 
(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan : 

a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa 

jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten 
Luwu Utara; 

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau 

c. ketersediaan pegawai negeri sipil di 

lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 
Luwu Utara yang memenuhi persyaratan 
sebagai penjabat Kepala Desa. 

 
(2) Dihapus 

 
 

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 8 
 

(1) Tugas panitia pemilihan di kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

meliputi : 

a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan 
menyelenggarakan semua tahapan 

pelaksanaan pemilihan di kabupaten; 

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan 

pemilihan kepala Desa terhadap panitia 
pemilihan kepala desa di desa; 

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak 
suara; 

d. memfasitasi pencetakan surat suara dan 

pembuatan kotak suara serta perlengkapan 
pemilihan lainnya; 

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara 
dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada 

panitia pemilihan; 
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f. memfasitasi penyelesaian permasalahan 

pemilihan kepala Desa di kabupaten;  

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta 
membuat rekomendasi kepada Bupati; dan 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemilihan. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia 
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya 
dapat ditugaskan kepada Desa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
 

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 
12 berbunyi sebagai berikut :  

 
Pasal 12 

 

(1) Panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan 
BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD 

kepada Bupati melalui Camat. 
 

(2) Panitia Pemilihan berjumlah gasal. 
 

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur 
perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan 

tokoh masyarakat. 
 

(4) Susunan keanggotaan panitia pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terdiri 
dari: 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; 

c. Bendahara; dan 

d. Anggota. 

 
(5) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
 

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 13 

 

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas: 
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a. merencanakan, mengkoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengawasi dan 
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan 

pemilihan; 

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan 
kepada Bupati melalui Camat; 

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal 

calon; 

e. menetapkan calon yang telah memenuhi 

persyaratan; 

f. dihapus;  

g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan 

dan penghitungan suara; 

h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 

i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan 
dan tempat pemungutan suara; 

j. melaksanakan pemungutan suara; 

k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan 
suara dan mengumumkan hasil pemilihan; 

l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan 

m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pemilihan. 
 

 
8. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 35 dihapus. 

 

 
9. Ketentuan  Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 42 
 

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan 

kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (1) dikenai sanksi: 

a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye 
melanggar larangan walaupun belum terjadi 

gangguan; 

b. penghentian kegiatan kampanye oleh panitia 
pengawas tingkat desa di tempat terjadinya 

pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat 
mengakibatkan gangguan terhadap keamanan 

yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. 

c. dihapus 

d. dihapus  
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10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, 

sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 50 
 

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, 

panitia pemilihan melakukan kegiatan : 

a. membuka dan mengosongkan kotak suara; 

b. mengidentifikasi jenis dokumen dan 
peralatan; dan 

c. menghitung jumlah setiap jenis dokumen 
dan peralatan. 

 

(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, 

BPD, panitia pemilihan kecamatan, dan warga 
masyarakat. 

 
(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dibuatkan berita acara yang 

ditandatangani oleh ketua panitia, dan paling 
sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat 

ditandatangani oleh calon atau saksi dari calon. 
 

 
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 dihapus dan 

ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (4), sehingga 

Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 53 
 

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang 
mempunyai halangan fisik lain pada saat 
memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh 

Panitia Pemilihan atau orang lain atas 
permintaan pemilih. 

 
(2) Dihapus 

 
(3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang 

membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau 

yang mempunyai halangan fisik lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

merahasiakan pilihan pemilih yang 
bersangkutan. 

 
(4) Bagi pemilih yang sakit, Panitia Pemilihan dapat 

mengantarkan surat suara kepada pemilih yang 

bersangkutan atas kesepakan dan kesiapan 
panitia yang dituangkan dalam berita acara 

dengan di dampingi oleh saksi masing-masing 
calon dan panitia pemilihan kecamatan. 
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12. Ketentuan huruf a Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 

54 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 54 
 

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa 

dinyatakan sah apabila : 

a. surat suara ditandatangani ketua panitia; dan 

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak 
segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau 

c. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi 
empat yang memuat nomor, foto dan nama calon 
yang telah ditentukan; atau 

d. tanda coblos lebih dari 1 (satu) tetapi masih di 
dalam salah satu kotak segi empat yang memuat 

nomor, foto dan nama calon; atau 

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak 

segi empat yang memuat nomor, foto dan nama 
calon. 

 

 
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 

58 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 58 
 

(1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil 

perhitungan suara yang ditandatangani oleh 
ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 

anggota Panitia Pemilihan, serta dapat 
ditandatangani oleh calon Kepala Desa atau 

saksi calon Kepala Desa. 
 

(2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil 

penghitungan suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada masing-masing calon 

Kepala Desa atau saksi calon yang hadir 
sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 

1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan 
suara di tempat umum. 
 

(3) Berita acara beserta kelengkapannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dimasukkan dalam sampul khusus yang 
disediakan dan dimasukkan  ke dalam kotak 

suara yang pada bagian luar ditempel label atau 
segel. 
 

(4) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara 
hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat 

kelengkapan administrasi pemungutan dan 
penghitungan suara kepada BPD segera setelah 

selesai penghitungan suara. 
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14. Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 

59 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 59 
 

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS 

dilakukan apabila dari hasil penelitian dan 
pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan 

antara lain : 

a. penghitungan suara dilakukan secara 

tertutup; 

b. penghitungan suara dilakukan di tempat 
yang kurang penerang cahaya; 

c. saksi calon, panitia pemilihan, panitia 
pemilihan kecamatan dan penduduk desa 

tidak diberi kesempatan untuk menyaksikan 
proses penghitungan suara secara jelas; 

d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain 
di luar tempat dan waktu yang telah di 
tentukan diluar kesepakatan; dan/atau 

e. terjadi ketidak konsistenan dalam 
menentukan surat suara yang sah dan surat 

suara yang tidak sah. 
 

(2) Hasil penghitungan ulang surat suara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia dan 

dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa 
atau saksi calon yang hadir dan merupakan 

lampiran bagi penetapan pemenang Pemilihan 
Kepala Desa. 

 

 
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, 

sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 67 
 

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang 

berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati 
mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkup 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai 
penjabat Kepala Desa. 
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(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, 
kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai 

ditetapkannya Kepala Desa antar waktu hasil 
musyawarah desa. 
 

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dipilih melalui musyawarah desa yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 dan Pasal 29. 

 
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) 

bulan sejak Kepala Desa berhenti. 
 

(5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa 
sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa 
yang berhenti. 

 
 

16. Ketentuan Pasal 69 ditambahkan 4 (empat) ayat 
yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga 

Pasal 69 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 69 

 
(1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima 

pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam 
jangka waktu 15 (lima belas) hari. 

 
(2) Panitia pemilihan melakukan penelitian 

kelengkapan persyaratan administrasi bakal 

calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari. 

 
(3) Penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh 

panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang 
calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. 
 

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disahkan oleh musyawarah desa melalui 

musyawarah mufakat. 
 

(5) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang memenuhi persyaratan lebih 
dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi 

tambahan. 
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(6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) terdiri atas : 

a. memiliki pengalaman mengenai 

pemerintahan desa; 

b. tingkat pendidikan diurut dari yang tertinggi; 
dan/atau 

c. usia di urut dari yang tertua. 
 

(7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan 
kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan 

memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 
(tujuh) hari. 
 

(8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan 
tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah 

perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan 

musyawarah desa pemilihan kepala desa sampai 
dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD. 

 

 
17. Ketentuan huruf c ayat (2),  ayat (3) dan ayat (4) 

Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 70 

 

(1) Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan 
Kepala Desa antar waktu dipimpin oleh Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa yang teknis 
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh 

panitia pemilihan. 
 

(2) Peserta musyawarah desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pemerintah desa; 

b. Badan Permusyawaratan Desa; dan 

c. Unsur masyarakat yang terdiri atas : 

1. Tokoh adat; 

2. tokoh agama; 

3. tokoh masyarakat; 

4. tokoh pendidikan; 

5. perwakilan kelompok tani; 

6. perwakilan kelompok nelayan; 

7. perwakilan kelompok perajin; 

8. perwakilan kelompok perempuan; 

9. perwakilan kelompok pemerhati dan 
perlindungan anak; 

10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; 
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11. unsur masyarakat lain sesuai dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat. 

 
(3) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh 

Panitia Pemilihan melalui mekanisme 

musyawarah mufakat atau melalui pemungutan 
suara oleh peserta musyawarah yang telah 

disepakati oleh musyawarah desa. 
 

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud huruf 
c ayat (2) diwakili paling banyak 5 (lima) orang 
dari setiap dusun. 

 

 

18. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) 
Pasal yakni Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 73A 
 

Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia 
pemilihan kabupaten dapat didukung dari anggaran 

pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan 
keuangan desa. 

 

19. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) 
Pasal yakni Pasal 78A, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 78A 
 

Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana 
nonalam Corona Virus Disease 2019 diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Utara.  
 
 

Ditetapkan di Masamba 

pada tanggal 8 Januari 2021 

BUPATI LUWU UTARA 
 

ttd 
 
INDAH PUTRI INDRIANI 

 
Diundangkan di Masamba 

pada tanggal 8 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

 
ttd 
 

ARMIADI 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1 
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